BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pendekatan Kepolisian dalam Mengantisipasi dan Mengatasi Kejahatan
Pembegalan di Kecamatan Binduriang dilaksanakan lewat langkah
preventif maupun represif. Langkah preventif mencakup pengawasan rutin
di zona rentan kriminal, edukasi serta kampanye kamtibmas, sinergi
dengan warga, dan pemetaan area rawan begal. Adapun langkah represif
melibatkan investigasi, pemeriksaan, penangkapan tersangka, razia polisi,
serta penindakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan undang-undang
yang berlaku. Pendekatan ini secara umum telah cukup berhasil dalam
meningkatkan rasa aman warga dan menekan risiko kejahatan di
Kecamatan Binduriang, walaupun masih dihadapkan pada sejumlah
kendala pelaksanaan.

2. Penyebab Utama Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang dipicu
oleh beragam elemen yang saling terkait, termasuk aspek ekonomi,
pengangguran, lingkungan kurang cahaya serta terpencil dari pemukiman,
pengawasan keamanan yang lemah, pengaruh pergaulan sosial, dan
rendahnya pemahaman hukum  masyarakat.  Faktor-faktor ini
menggarisbawahi bahwa pembegalan bukan semata hasil niat individu
pelaku, melainkan juga didorong oleh situasi sosial-lingkungan yang

kondusif bagi kriminalitas. Karenanya, penanganan harus bersifat
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komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi,
dan pendidikan.

3. Dari Perspektif Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pendekatan
Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pembegalan di
Kecamatan Binduriang, inisiatif polisi setempat dalam mengatasi
pembegalan telah selaras dengan prinsip syariah Islam, khususnya dalam
menjamin maslahah, keadilan, dan perlindungan warga dari bahaya
kriminal. Upaya preventif serta represif tersebut merepresentasikan
kewajiban negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.
Pendekatan ini juga menjadi cerminan penerapan siyasah dusturiyah dalam
tata kelola pemerintahan, yakni membangun rasa aman, menjaga hak-hak
masyarakat, serta memperkuat Kkestabilan sosial guna mencapai
kesejahteraan bersama di Kecamatan Binduriang.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian agar terus meningkatkan patroli rutin, khususnya pada
wilayah-wilayah yang dianggap rawan tindak pidana pembegalan, serta
meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kamtibmas kepada
masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan
masyarakat terhadap potensi tindak kriminal.

2. Kepada pemerintah daerah agar memberikan dukungan terhadap upaya
penanggulangan pembegalan melalui peningkatan sarana dan prasarana

keamanan, seperti pemasangan lampu penerangan jalan, perbaikan
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infrastruktur jalan, serta penambahan fasilitas pendukung keamanan
lainnya pada daerah rawan pembegalan di Kecamatan Binduriang.

Kepada masyarakat Kecamatan Binduriang agar lebih aktif berpartisipasi
dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial,
serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan memberikan informasi
apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan atau potensi

tindak kriminal di lingkungan sekitar.
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